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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun adalah sebuah perjanjian di 

bawah tangan yang lahir pada praktik transaksi jual beli satuan rumah susun, 

khususnya untuk rumah susun komersial yang dibangun oleh pengembang. 

Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun merupakan perjanjian yang 

berbeda dan tidak dapat disamakan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Satuan Rumah Susun. Perbedaan keduanya tampak dari tujuan, bentuk, dan 

waktu pembuatan dari kedua perjanjian tersebut. Perjanjian Pemesanan 

Satuan Rumah Susun tersebut menjadi perjanjian pendahuluan sebelum 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang dibuat di 

hadapan notaris dapat dibuat Dengan demikian keduanya merupakan 

perjanjian yang berbeda..  

2. Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun merupakan sebuah perjanjian 

yang sah, karena telah memenuhi persyaratan keabsahan perjanjian yang 

terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara 

pengembang dan calon pembeli, pengembang dan calon pembeli yang cakap, 

isi dari Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun tidak bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sehingga 

memenuhi syarat kausa yang halal, dan obyek dari Perjanjian Pemesanan 

Satuan Rumah Sumah Susun yaitu satuan rumah susun jelas dan rinci, 

sehingga memenuhi syarat sebab tertentu. Perjanjian Pemesanan Satuan 

Rumah Susun dapat dianggap sebagai janji saat pemasaran, sebagaimana 

ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2011, sehingga tidak 

dilarang. Perjanjian Pemesanan berbeda dan tidak dapat disamakan dengan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, sehingga tidak 
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melanggar ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2011 

mengenai persyaratan kepastian untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli. Dengan demikian, semua persyaratan keabsahan telah terpenuhi, 

termasuk kausa yang halal. Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun juga 

dapat menjadi tidak sah, ketika salah satu klausulnya menyatakan bahwa 

perjanjian tersebut seketika menjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli ketika 

persyaratan dalam undang-undang telah terpenuhi, sehingga tidak perlu 

dibuat lagi di hadapan notaris. Hal tersebut adalah pelanggaran syarat 

obyektif yaitu kausa yang halal, sehingga Perjanjian Pemesanan Satuan 

Rumah Susun tersebut menjadi tidak sah. 

3. Akibat hukum dari adanya Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun yang 

sah adalah Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun merupakan sebuah 

perjanjian yang dapat mengikat dan menyebabkan para pihak yang terikat 

memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan adanya 

Perjanjian Pemesanan tersebut, para pihak memiliki tata cara yang jelas 

dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu, dengan adanya 

Perjanjian Pemesanan, maka akan ada perbuatan hukum lanjutan yaitu 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dan Akta Jual Beli 

Satuan Rumah Susun. Kemudian akibat hukum dari adanya Perjanjian 

Pemesanan Satuan Rumah Susun yang tidak sah, maka perjanjian tersebut 

batal demi hukum dan menjadi tidak ada sejak awal, serta bila ada sengketa, 

Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun tersebut tidak dapat dijadikan 

dasar gugatan. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan 

kesimpulan yang telah didapatkan, berikut beberapa saran yang penulis anggap 

perlu dalam praktik jual beli satuan rumah susun saat ini, yaitu : 
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1. Pemerintah perlu membuat suatu peraturan pelaksana dari UU Nomor 20 

Tahun 2011 yang memuat penyeragaman bentuk perjanjian dalam transaksi 

pendahuluan jual beli satuan rumah susun. Penyeragaman bentuk perjanjian 

diperlukan, agar ada pengawasan terhadap transaksi pendahuluan jual beli 

satuan rumah susun. Selain itu pengaturan tersebut diperlukan, agar hal-hal 

teknis terkait transaksi jual beli satuan rumah susun dapat diatur secara detil 

dan jelas, sehingga tidak terjadi multitafsir yang dapat merugikan para pihak 

yang terkait dengan rumah susun, yaitu pelaku pembangunan rumah susun 

dan calon pembeli. Harus ada batasan-batasan yang dituangkan dalam 

definisi dan penjelasan, agar tidak terjadi multitafsir. Dengan demikian 

perlu dibuat peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai transaksi 

pendahuluan jual beli satuan rumah susun. 

2. Para pengembang harus berhati-hati dalam membuat Perjanjian Pemesanan 

Satuan Rumah Susun dan tidak boleh membuat Perjanjian Pemesanan 

Satuan Rumah Susun yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, salah satunya UU Nomor 20 Tahun 2011. Selain itu, 

pengembang harus beritikad baik dan tidak boleh membuat Perjanjian 

Pemesanan Satuan Rumah Susun yang dapat merugikan calon pembeli dan 

harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pengembang 

dengan calon pembeli. Kemudian untuk mencegah calon pembeli khilaf, 

maka pengembang seharusnya memberikan penjelasan yang menyeluruh 

dan mempersilahkan calon pembeli untuk memahami seluruh isi Perjanjian 

Pemesanan Satuan Rumah Susun, sebelum penandatanganan dilakukan. 

3. Calon pembeli sebagai konsumen dalam melakukan pemesanan dan apabila 

hendak menandatangani Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun harus 

hati-hati dan waspada dengan membaca, serta memahami Perjanjian 

Pemesanan Satuan Rumah Susun secara menyeluruh, kalau perlu 

berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli hukum agar tidak dirugikan oleh 

pengembang yang beritikad buruk. Selain itu, penting bagi calon pembeli 

untuk memperhatikan latar belakang dari pengembang yang hendak 
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menawarkan satuan rumah susun, apakah merupakan pengembang yang 

berpengalaman dan memiliki reputasi yang baik.  

4. Apabila ada Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun yang memuat 

klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ada 

kausa yang tidak halal, maka pihak yang terikat dan merasa dirugikan, 

terutama calon pembeli, dapat mengajukan gugatan batal demi hukum 

kepada Pengadilan Negeri agar melalui putusan hakim yang sifatnya 

deklaratif, Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun tersebut dinyatakan 

batal demi hukum, sehingga kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan juga 

dibatalkan dan harus dikembalikan, seperti Perjanjian Pemesanan Satuan 

Rumah Susun tidak pernah dibuat. 

5. Penulisan hukum tentang Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun ini 

dapat diteliti lebih lanjut dengan berfokus pada sisi perlindungan konsumen 

bagi konsumen yaitu calon pembeli yang hendak memesan dan membeli 

satuan rumah susun, yang diawali dengan penandatanganan Perjanjian 

Pemesanan Satuan Rumah Susun. Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah 

Susun merupakan sebuah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak 

pengembang, sehingga pembuatan dan isinya wajib tunduk pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821. 
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